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Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 
pulau, dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, dan negara 
berpenduduk terbesar keempat di dunia. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 
3.977 mil diantara samudra hindia dan samudra pasifik. Luas daratan Indonesia 
adalah1.992.570 km yang terdiri dari daratan non-air: 1.829.570 dan dengan daratan 
berair: 93.000 km serta memiliki luas perairan 3.257.483 km. 
Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia layak disebut negara besar yang 
memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Ketersediaan potensi yang 
melimpah tersebut merupakan modal awal dan bekal yang sangat potensial untuk 
membangun pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan nasional 
merupakan rangkaiaan upaya pembangunan yang ketersinambungan yang meliputi 
seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas untuk 
mewujudkan nasional dan cita-cita bangsa Indonesian yang termasuk dalam 
pembukaaan Udang-undang Dasar Replubik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi 
segenap bangsa indinesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 
2 
 
sosial. Hakikat pembangunan nasiaonal adalah pembangunan nasional seutuhnya dan 
pembangunan masyarakat seluruhnya.1 
Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi manusia untuk 
melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif 
untuk hidup layak baik secara ekonomi maupun dalam menjalani pendidikan. 
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang 
harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa yang terdapat dalam Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar 1945 dari hasil amandemen, menyatakan bahwa negara 
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
pelayanan umum yang layak. Pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, 
berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, 
dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas, guna 
mencapai derajat kesehatan yang optimal. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 
berarti investasi bagi pembangunan negara, dan apabila terjadi gangguan kesehatan 
pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara. Upaya 
pembangunan harus memperhatikan kesehatan masyarakat yang merupakan tanggung 
jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.2 
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 Retno, geografis Indonesia, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/geografi indonesia 
2
 Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, PT Rineka 
Cipta , Jakarta, hlm. 1. 
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Menurut Sri Siswati, kegiatan-kegiatan upaya kesehatan (preventitif, promotif, 
kuratif dan rehabilitatih) memerlukan perangkat hukum yang memadai. Perangkat 
hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan 
perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun 
masyarakat penerima pelayanan masyarakat.3 
Dokter sebagai salah satu komponen utaman pemberi pelayanan kesehatan 
kepada masyarakatmempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung 
dengan  pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan landasan 
bagi dokter untuk dapat melaksanakan tindakan medis terhadap orang lain adalah 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, harus terus menerus 
dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai 
karakteristik yang khas. Kekhasannya terlihat dari pembenaran yang dibenarkan oleh 
hukum yaitu diperkenankan melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia 
dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan kemanusiaan. 
Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
dinyatkan bahwa:’’setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau’’. Di Indonesia sendiri pelayanan 
kesehatan dapat diperoleh mulai dari puskesmas, rumah sakit, praktek dokter swasta, 
dan lain-lain. 
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 Sri Siswati, 2013, Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang 
Kesehatan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8 
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Rumah sakit diselenggarakan berasaskan pancasila dan didasarkan pada nilai 
kemanusiaan etika dan profesional, manfaat, keadilan persamaan hak dan anti 
diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta mempunyai 
fungsi sosial.4 
Berkaitan dengan itu, menurut Bahder Johan, bahwa pekerjaan profesi 
kedokteran dilandasi oleh dua prinsip perilaku pokok, yaitu kesungguhan untuk 
berbuat demi kebaikian pasien dan tidak ada niat untuk menyakiti, mencederai dan 
merugikan pasien.5 Sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya dan sebagai 
manifestasi dari dua prinsip perilaku pokok di atas, dokter wajib menghargai hak 
pasien. Sebagai pengemban profesi, dokter diikat oleh sebuah kode etik yang 
dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi kedokteran dan harus dipatuhi dan 
dilaksanakan. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai 
sebuah lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Konsil Kedokteran 
Indonesia. MKDKI berwenang memberikan sanksi disiplin kepada dokter berupa 
peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin 
praktek dan sebagainya. 
Dalam pelaksanaan profesi kedokteran seringkali dijumpai konflik antara 
dokter dengan pasien, pembahasan tidak lepas dari masalah hak dan kewajiban dari 
pihak-pihak yang terlibat dari perselisihan atau perkara tersebut, dalam keadaan 
seperti ini kaidah hukum dapat diberlakukan. Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian 
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dokter dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu hal yang penting untuk 
dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan atau kelalaian tersebut 
mempunyai dampak yang sangat merugikan. Kesalahan atau kelalaian yang 
menimbulkan kerugian terkait perbuatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya lebih 
dikenal dengan sebutan malpraktik. Untuk mengetahui seorang dokter melakukan 
malpratik atau tidak dapat dilihat dari standar profesi kedokteran. Standar profesi 
adalah batasan kemampuan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap 
profesional (professional attitude). 
Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan 434/Men.Kes/X/1983 tentang 
berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi para dokter Indonesia 
menyebutkan, bahwa transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan 
penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial). 
Adanya kesenjangan antara harapan pasien dengan kenyataan yang 
diperolehnya merupakan predisposing (mempengaruhi) faktor. Kebanyakan pasien 
kurang dapat memahami bahwa masih ada banyak faktor lain di luar kemampuan 
dokter yang dapat mempengaruhi hasil dari upaya medis, seperti misalnya tingkat 
stadium penyakit, kondisi fisik pasien, daya tahan tubuh dan juga kepatuhan pasien 
untuk mentaati anjuran dokter. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa hasil suatu 
upaya medis penuh dengan uncertainty (tidak tentu) dan tidak dapat diperhitungkan 
secara pasti. 
Seorang dokter diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 
kemampuan yang dimilikinya dengan tanggung jawab yang penuh atas setiap upaya 
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tindakan kedokteran terhadap pasien. Namun, dokter juga tidak luput dari salah 
karena kelalaian atau kealpaan. Terkadang dokter terbukti melakukan kesalahan atau 
kelalaian yang menyebabkan penyakit pasien bertambah parah ataupun meninggal 
dunia, dalam hal ini perbuatan dokter disebut juga sebagai perbuatan yang melanggar 
hukum atau dokter melakukan wanprestasi tindakan kedokteran tidak sesuai dengan 
yang terdapat dalam perjanjian teraupetik. Kesalahan atau Kelalaian dokter dalam 
menangani pasien dikenal dalam ilmu kedokteran dengan Malpraktek Medis 
Seorang yang mengalami gangguan kesehatan pasti mendatangi seorang dokter 
untuk mendapatkan penyembuhan penyakit yang dideritanya. Kemudian muncul 
hubungan hukum antara dokter dengan pasien, yang menimbulkan hak dan 
kewajiban. Dalam melaksanakan kewajiban bagi dokter itulah dapat menimbulkan 
penderita bagi pasien, akibat kelalaian ataupun kekurangan hati-hatian dokter dalam 
menjalani profesinya, dikenal dengan istilah malpraktek medis dan dapat membebani 
tanggung jawab hukum terhadap akibat buruk bagi pasien. 
Perbuatan dalam pelayanan medis yang dapat menjadi malpraktek medis 
terletak pada pemeriksaan, alat yang dipakai, diagnosis atas hasil pemeriksaan yang 
tidak sesuai standart profesi. Tuntutan hukum tersebut dapat berupa tuntutan pidana 
maupun perdata, dengan selalu mendasarkan pada teori hukum kelalaian. Perilaku 
yang dituntut merupakan kumpulan perilaku professional medis yang menyimpang 
dari standart profesi medis dan mengakibatkan kerugian dari pasien. Kasus-kasus 
dugaan malpraktek yang ada antara lain yang berada di daerah jawa timur khususnya 
di kota Gresik, Ayah dan ibu almarhum bocah lucu tersebut, Pitono dan Nyonya Lilik 
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Setiawatiwarga Desa Sumber, Kebomas, Gresik menyadari bahwa sejak usia tiga 
tahun, di paha kiri anak keduanya terdapat benjolan sebesar pentol bakso.Namun 
yang terjadi, bukan malah kempes tapi justru muncul benjolan baru di pantatnya. 
Pitono mulai menganggap benjolan anaknya ini serius, kemudian dia mendatangi 
praktik dr. Yanuar Syam, SpB. Pada tanggal 24 Desember 2014 "Dari pemeriksaan 
itu kemudian dr. Yanuar menyimpulkan bahwa benjolan di paha tersebut adalah 
tumor dan harus segera di operasi”. 
Kemudian, disepakatilah bahwa operasi akan dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan 
Anak (RSIA) Nyai Ageng Pinatih pada tanggal 2 januari 2015. Saat operasi 
dilakukan, dokter Yanuar pun ber-partner dengan dokter Dicky Tampubolon, SpAN 
sebagai dokter anestesi. 
Operasi pengangkatan tumor dilakukan dan satu jam kemudian Habibi keluar 
dari kamar operasi dan diletakkan begitu saja di depan kamar operasi tanpa 
pengawasan yang memadai. "Semula istri saya yang melihat dari balik kaca merasa 
tenang sebab mengira Habib sudah tidak ada masalah. Meski, saat itu dia agak 
bingung, kok, usai operasi anak saya dibiarkan tergeletak begitu saja di antara lalu 
lalang petugas medis lain?” 
Istrinya, lanjut Pitono, mulai curiga setelah setengah jam tidak ada perawatan 
lanjut. Sehingga ia berusaha masuk untuk melihat anaknya dari dekat. "Istri saya 
langsung menjerit, ternyata wajah anak saya sudah membiru dan nadinya sudah 
nyaris tidak ada," begitu berteriak, dokter Dicky dan perawat berdatangan untuk 
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memberi pertolongan dengan menekan-nekan dadanya. "Tapi sudah tidak bisa 
bergerak sehingga dipasang oksigen dan ventilator," 
Sampai dini hari, keadaan tidak ada perkembangan.Sehingga Habibi dipindah 
ke RSUD Ibnu Sina, Gresik."Tapi di sana kondisinya makin parah, sejak pagi sampai 
sore terus kejang tak pernah henti," Sejak saat itu, anaknya sudah tidak sadar dan 
pekan lalu dinyatakan dalam kondisi mati batang otak, pada akhirnya meninggal 
dunia.Dari hasil penelitian pihak kepolisian dalam berbagai pemberitaan dapat 
diminta pertanggungjawaban kepada lembaga kesehatan di Indonesia. Menteri 
Kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban dalam persoalan ini menjadi teledor 
dan luput dari pengawasan. Sedangkan Dinas Kesehatan dapat diminta 
pertanggungjawaban terhadap dua dokter spesialis, perawat dan direktur utama RSIA 
Nyai Ageng Pinatih tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan penetapan keenam 
tersangka itu berdasarkan gelar hasil perkara polres gresik setelah mengamankan 
barang bukti hasil visum, satu lembar hasil pemeriksaan laboratorium, satu bendel 
rekam medis atas nama pasien dan kwitansi pembayaran di nyai ageng pinatih.6 
Banyak kasus-kasus tindakan dan pelayanan medis yang dilakukan dokter atau 
tenaga medis yang berpotensi merupakan malpraktek yang dilaporkan oleh 
masyarakat akan tetapi tidak diselesaikan secara hukum. Dan apakah peraturan 
perundang-undangan yang ada tidak cukup untuk membawa persoalan dugaan 
malpraktek medis ke rana hukum. Berdasarkan belakang tersebut, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian  permasalahan hukum terhadap “TANGGUNG 
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9 
 
JAWAB RUMAH SAKIT DAN TENAGA MEDIS RUMAH SAKIT DALAM 
TINDAK PIDANA MALPRAKTEK ( STUDI KASUS MALPRAKTEK 
TERHADAP HABIBI DI RSUD NYAI AGENG PINATIH ) 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan malpraktek tenaga medis dan 
pihak rumah sakit ? 
2. Apakah dalam “kasus Habibi” terdapat unsur-unsur tindak pidana 
malpraktek? 
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien “kasus Habibi” sebagai 
pengguna jasa konsumen dalam pelayanan kesehatan di  rumah sakit ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui penegakan hukum terhadap tindakan malpraktek tenaga medis 
dan pihak rumah sakit. 
2. Mengetahui apakah dalam “kasus Habibi” terdapat unsur-unsur tindak pidana 
malpraktek. 
3. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien “kasus Habibi” sebagai 
pengguna jasa konsumen dalam pelayanan kesehatan di  rumah sakit. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dalam usulan penelitian ini sebagai berikut : 
a. Manfaat teoritis 
Manfaat teoritis, memberikan sumbangan ide/pemikiran tentang malpraktek 
medis dan memahami teori tentang undang-undang kesehatan. 
10 
 
b. Manfaat praktis 
Manfaat praktis, memberikan pemahaman dan masukan bagi masyarakat yang 
terkait dengan masalah malpraktek medis di Indonesia. 
E. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya 
dimana peneliti  ini melihat kasus yang terjadi pada masyarakat “kasus 
Habibi” dihubungkan dengan peraturan yang sudah ada serta literature-
literatur hukum yang berhubungan dengan kasus yang akan diteliti.7 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat 
pengumpulan data dilapangan. Lokasi yang dipilih untuk melakukan 
penelitian di wilayah hukum Polres Gresik di desa Sumber Rt 4 Rw 2 Dusun 
Kembangan Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik tempat korban. Di 
Polres Gresik, Jl.Basuki Rahmat No. 22 Kebungson, Kecamatan Gresik, 
Kabupaten Gresik, jawa timur dan IDI cabang Gresik, Jl. Panglima Sudirman 
No. 106B Kecamatan Gresik serta di RSUD Nyai Ageng Pinatih Gresik Jl. 
KH. Abdul Karim No. 76 Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Alasanya 
dikarenakan rumah sakit yang akan diteliti tidak memiliki izin praktek untuk 
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dilakukannya operasi akan tetapi rumah sakit tersebut tetap melayani 
pelayanan operasi. 
3. Jenis Data 
a) Data Primer 
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber utama 
yang didapatkan mengenai pelayanan medis di RSUD, penanganan 
tindak pidana oleh pihak polisi. 
b) Data Sekunder 
Data yang di peroleh dari catatan medis korban berupa pemeriksaan 
fisik, pemeriksaan laboratorium, tindakan bidan atau dokter. 
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 
a. Wawancara 
Adalah penulis dengan memperoleh dan mengumpulkan data melalui 
proses tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan permasalahan 
atau mengetahui banyak tentang permasalahannya yaitu bertanya 
secara langsung kepada keluarga korban (Pitono ayah korban), dokter 
dan juga pihak RSUD dan penyidik polres Gresik (Boediyono selaku 
inspektur polisi) mengenai data pasien. 
b. Observasi 
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk menilai tingkah 
laku dengan cara melihat, mendengar, dan mencatat dan 
menghubungkan dengan hal yang akan di teliti. Observasi ini 
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berkunjung ke RSUD Nyai Ageng Pinatih Gresik untuk mengamati 
pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pasien. 
c. Studi kepustakaan 
Melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan 
manual dan digital melalui beberapa literature seperti jurnal-jurnal 
,buku-buku, makalah atau sumber-sumber lain yang berhubungan 
dengan penulisan hukum ini. 
d. Studi dokumen 
Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 
kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait 
objek penelitian. 
5. Teknik Analisan Data 
Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode analisis 
Deskriptif-Kualitaif. Deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan 
apayang saat ini berlaku, didalamnya terdapa upaya mendeskriptifkan, 
mencatat, menganalisis menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi 
atau ada. 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis sehingga 




BAB 1 : PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang yang memuat alasan atau 
faktor pendorong untuk dilakukannya suatu penelitian berdasarkan permasalahan 
yang ada, rumusan masalah, tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian, kegunaan 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan ini. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang bersumber daro peraturan 
perundang-undangan maupun literatur yang lainya berkaitan dengan permasalahan 
tentang penelitian yang akan dikalukan oleh penulis. 
BAB III : PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai permasalahan yang 
diangkat oleh penulis guna melakukan penelitian, mengkaji, kesesuaian, dan 
keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada pada obyek penelitian (yang terjadi) 
didukung dengan teori-teori yang dengan permasalan dalam penulis ini. 
BAB IV : PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang perlu 
disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti serta saran bagi peneliti 
selanjutnya. 
 
